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PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PENGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI LABUHANBATU,

: a bahwa untuk meningkatkan Kkesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil dalam  penyelenggaraan  tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat, maka perlu diberikan
tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Cealon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu;

. bahwsa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan Tamnbahan Penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil;

c.bahwa..



Mengingat

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011

X e

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu, perlu disesuaikan dengan
kebijakan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012,

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukean  Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pckok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor S5,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 ten tang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890y,

Undang-Unang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286),

5.Undang-Undang.......
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844);

8.Undang-Undang.......
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8.

10.

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan  Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomoeor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 4741);

12 Peraturan......



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah
diubah beberapakali  terakhir  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Awas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pedemon Pengelclaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban
Kerja di  Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah,

Peraturun Daerah Kabupaten Labuhanbaru
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilthan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerzh
Kabupaten Labuhanbatu

(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2008 Nomor 33 Sen D Nomor 4},

17, Peraturan......



LE,

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Sen D
Nomor 5};

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 Seri D
Nomor 5} sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32
Tahun 2011 Seri D Nomor 32);

20. Peraturan......

.



20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

=1.

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbartu
Tahun 2008 Nomor 37 Seri D Nomor 8);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor Ol
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisas:
dan Tata Kerja Staf Ahlt Bupati Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PENGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pagsal 1}

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.  Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

IWakul Bupati.........
8-



10.

I1.

k2.

13.

14.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.
Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan unsur Pembantu
Pimpinan Pemerintah Kabupaten.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.
Satuvan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Dinas Daerah adalah Dinas Daerah dalam Kabupaten
Labuhanbatu.
Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Labuhanbatu baik yang berbentuk badan
maupun  Kantor sebagai unsur Penunjang  dalam
penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.
Kelurahan adajah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
daerah kabupaten ci bawah Kecamatan,
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas dinas
daerah dalam pelaksanaan tugas tertentu.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah Kabupaten
Labuhanbatu.

14.Calon Pegawai.........



15,

16.

1.

18.

19,

20.

21i,

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu yang telah nyata melaksanakan
tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Penempatan dan
Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang
berwenang.

Tambahan penghasilan adalah uang kesejahteraan yang
dibenkan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan CPNS
untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan sumber dana
dar1 APBD Kabupaten Labuhanbatu.

Tambahan Penghasilan ke-13 adalah uang kesejahteraan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan
CPNS sebagai penghargaan atas prestasi kerja.

Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, dan wewenang dari seseorang PNS
dalam rangka memimpin suatu organisasi.

Eselon adalah tingkat jabatan struktural

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS
dan CPNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasan pada keahlian dan/atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandirt.

Daerah/Wilayah terpencil adalah daerah/wilayah tempat
melaksanakan tugas PNS di lingkungan Pemenntah
Kabupaten Labuhanbatu yang menurut  pératuran
perundang-undangan yang berlaku termasuk daerah

terpencil.
22. Pejabat.....
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23,

24.

29,

26.

27.

28.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagal
Bendahara Umum Daergh.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD
adalah Pejabat Pengélola Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menenma, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk ménerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Penyimpan barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
dan bertugas untuk menerima, menyimpan, meneliti,
mengamankan dan menyalurkan serta membuat laporan
pengelolaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.
Pengurus barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
dan bertugas mencatat dan menylapkan laporan seluruh
barang milik daerah pada masing-masing SKPD serta
menyiapkan pengusulan penghapusan barang milik daerah.

29.Penjaga/ Petugas......
S



29. enjaga/Petugas adalah PNS dan CPNS yang diber tugas.
wewenang, dan  tanggung jawab untuk  menjaga.
mengamankan dan atau mengelola asset pemerintah daerah.

30. Pasukan adalah sekelompok PNS dan CPNS yang bertugas
dalam satu SKPD yang telah mengkuti pendidikan darn
latihan khusus di bidang masing-masing.

31. PNS dan CPNS Non Jabatan adalah PNS dan CPNS yang
bukan termasuk dalam jabatan struktural.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian  Tambahan  Penghasilan  dimaksudkan  untux
meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan PNS dan CPNS
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta
meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja.
motivasl, dan disiplin kerja PNS dan CPNS dalam pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Bab HI........ :
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(1)

(2]

(1)

(2)

(3)

BAB III
PENERIMA DAN KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pagal 4

PNS dan CPNS diberikan tambahan penghasilan setiap Bulan
dalam i{satu) Tahun Anggaran.
PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13
dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dibenkan berdasarkan :

Beban Kerja;

Tempat Bertugas;

Kondisi Kerja;

Kelangkaan Profesi;

Prestasi Kerja.

eapn g

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan tipe Satuan
Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tipe A dengan total score 8 s/d 10;

b. Tipe B dengan total score S s/d 7;

c. Tipe C dengan total score 1 s/d 4.

Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2

ditentukan dengan kritera :
a Tugas Pokok.....
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. Tugas pokok dan fungsi unit Kerja telah ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlai<cu.

. Berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Berorientasi pada pelayanan SKPD di lingxungéen
Pemerintah Kabupaten.

. Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagai
unsur staf.

Mempunyai tugas dan fungsi koordinasi.

Kedudukan jabatan dalam jajaran pemerintahan sebagzt
unsur pelaksana kewenangan.

Sebagai  penentu  kebijakan  dalam  pengambilan
keputusan.

. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dibutuhkan
masyarakat.

Memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan Pendapatz n
Ash Dacrah.

Melaksanakan tugas perencanaan keuangan d:n

pembangunan.

. Melaksanakan tugas pengawasan keuangan  dan
pembangunan.

Melaksanakan tugas pengendalian keuangan dan
pembangunan.

. Melaksanakan tugas pengusutan penyelewengan dn

penahbgurean tugas-tugas perangkat daerah.
. Melaksanakan tugas - tugas terhadap pelayanan iembzza

legislatif,
4.Penetapan.......

J1q-
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(4]

()

(6)

(7)

Penetapan tipe Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tercanturmn dalam Lampiran | Peraturan ini;

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan dengan kritena
melaksanakan tugas yang berada pada wilayah terpencil;

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ diberikan dengan kriteria :

a. Lingkungan kerja vang mempunyai resiko tinggi terhadap
fisik petugas.

b. Melaksanakan pekejaan yang mempunyai pengaruh
terhadap kondisi kejiwaan baik langsung maupun tidak
langsung.

¢. Menggunakan alat kerja yang mempunyai resiko tinggl
terhadap masyarakat.

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf d diberikan dengan kntena :

a. Memiliki keterampilan khusus dan langka.

b. Keterampilan yang dimiliki masih dibutuhkan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu.

Bab 1v.......
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BAB IV
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Imni.

(1)

()

)

(4)

(5)

(6)

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6
dibayarkan setiap bulanr pada bulan berikutnya:

Tambahan Penghasilan ke-13 diberikan pada Bulan .ani dan
bila Pembenan Tambahan Penghasilan ke-13 behizt dapat
dibayarkan pada Bulan Juni maka Pembayarannva dapat
dilakukan setelah Bulan Juni.

Pembayaran Tambahan Penghasilan ke-13 dibebanksan pada
DPA-SKPD yang bersangkutan;

Besarnya Tambahan Penghasilan ke-13 adalah sebesar yang
tertera di DPA-SKPD;

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran men gajukan
SPM TPP ke-13 kepada BUD/Kuasa BUD;

Beérdasarkan SPM Tambahan Penghasilan ke-13 BUD/Kuasa
BUD menerbitkan SP2D Pembayaran Tambahan Penghasilan
ke-13.

16-



(1)

{2

(3}

(4)

Pasal 8

Kepala SKPD menetapkan nama-nama PNS dan CPNS yang
berhak dan besarnya Tambahan Penghasilan yang akan
diterima di lingkungan unit kerjanya dengan perumbangan
rekapitulasi absensi setiap bulannya.

Setiap PNS dan CPNS masing-masing hanya diperkenankan
memperoleh 1 (satu] kategori jenis Tambahan Penghasilan
berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam

Pacal 5.

PNS yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) pada
jabatan structural diberikan Tambahan Penghasilan sesuai
dengan jabatan yang diperolehnya.

Tata cara perhitungan dan pemberian Tambahan
Penghasilan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran [l
Peraturan ini.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Pembayaran Tambahan Pcnghasilan dihentikan apabila pegawal
yang bersangkutan :

a.
b.

Meninggal dunia;

Menjalani cutj;
c.Melaksanakan.......
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c. Mclaksanakan tugas belajar; atau

d. Dijatuhi hukuman kunungan atau penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupad
Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tambahar
Penghasilan Bagi Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemernintah
Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Bab. VII........
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BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat.
pada tanggal # masg 2012

BUPATI LABUHANBATU,
dto,

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat.
pada tanggal /4 Meaecr  2012.

NOMOR 07
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Lampiran | :  Peraturan Bupati Labuhanbatu
Homor 03 Tahun 2012
Tanggal : 1y paper 2012,

KRITERIA, TOTAL SCORE DAN TIPE SKPD
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Perujuran Hupati Labuba ahate,

Nomuor
Tangpal

O? Fahow 012

SENIS JABA TAN/TIUGCAS DAN BE S TAMAADAN PENCHASILAN BAGI PNN DAN CPNS,

A HERDASARKAN BEBAN KERJA :

il —_ s A S e s e
vy JABAT ANTWGAS R AT TIPE <le | nee -Ce | NON TR
tKp ) {Rp) {hpl {Rp}

T D I i s 1 & |
O | GscloniTA_ = GGG 100, . ; = I3
"1 | Iscton B {Asisten) 65743000, | = ; I

3 |Esdon N B 5000.000,- | 3500.000- | 3.000000.- -

4. | Escion & B (Stf Ahl) 5 5 z 1.500.000-

5, fon Ml A (Kakan, Kasapul PP,

S s ok JS_. et . 2.750,000.- g

& | Esdoa Il A (Camar) | - 2.500000, 5

7. | izsdon Ul A 2560000.- | 2000000 | 1.750.000,.

73 | Esdon 11 B 1.750.000.- | 1300.000- | 1. 400000 - -

9 | Cseion 11 B {Sekcam} - v 1.400.000-

1. [ Escfon WV A (K cpala Tata Lisaha) . - 1.00G00G - =
It | Csclon IV A 1.300.000, - 1.100600 750.000,- -

12. | Esdon IV A(Ka_UTT Dinas/Badan) | - - - | 750000 |
B, | Esdon IV A la Kelurahan dan

iy uf_:'q” 00000, 1.860.000,-

4. | Csdon TV B (Kasubbag Kccamalan,

Sckretaris Kec(iur-a}wn) | 250000 ]| R0

15 | Esclon TV B{KTU UPT

| | Dinas/Badan} = 300,000

16. | Esclon IV [ (Kasi pada Kelurahan,

Ksb. TU pads SMK) E 400.000.-
17_ | Esclon V A (KTU pads SLTPSLTAL 5 . 350.000,-
18. | Sckrdars Stal Abii . 2 - 504,000,
19 | Staf Non Jabatan = 300000 | 200.000.- 150.000. | 100000, |
2. | Bendahara Ponge luaran > 15 M . . - 1.500.00¢
21. | Bendahara Pengoluaran <15M ” H - 1.000.004. -
@ | Pctrb_Bend Pengel > (5M E . 5 750000.-
5. [ Pemb, Bond, Pengd. < i5M = $00600,-

74_| Boadahara PPKD I : g 1500600, |

25| Bendahara Ponerima P AD>IM 5 2 500.000. |
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% | Pembants Bend Ponenma PAD> IM 2 5 3 250000,

Z7. | Pombantu Bend Pencrima PARD<IM 5 . 5 250.000,-

28. | Penyampan Barang - 5 4G0.000., -

29. | Pengurus Barane = 33G.000.-

3. | Juru Bayar _ B . 5 300009,

31| Ajudan Bupati, Era — 800.000.- gt : :

32. | Atudan Wakil Bupat 700.004, - - 5 |

11 | Prowked Kahupaien o _5_}%0_09. = 2 :#__ _l

34, | Potopas admmnitras, : :
= KDifzf;JKDlUSckda . mm =~ ! == o
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Lampiran I ; Peraturan Bupati Labuhanbatu.
Nomor (o) Tahun 2012.

Tanggal t4 arage] 2012,

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIP{L

L UMUM

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANEA TU

Pembayaran Tambahan penghasian dibenkan kepada PNS dan CPNS seliap bulannya
oleh masing-masing Bengahara Pengeluatan SKPD .

Il. PELAKSANAAN

A, Yang berhak mendapalkan lambahan penghasian adalah PNS dan CPNS yang
mempunyai kehadiran dengan kelenluan sebaga berikut

Absensi ditandaangan 2 (dua) kali sehan sesvar dengan kelenluan (am kena yang
berdaku o masing-masing SKPD. Sedangkan Kepala SKPD atau pejabat yang
menangan keépegawaian alas pefimpahan Kepala SKPD memenksa kebenaran dan
keabsahan absensd dimaksod sena membenkan landa paral atau tanda lain dalam
seliap penandatanganan absensi

Sevap saw  kalh penandatanganan absensi dben adai 05 dan dun kab
penandatanganan diben nilar 1, [Ein sakn, n dilengkap dengan swral perrnisi dan
1ygas bak melaly memo atasan maupun lugas yang dibokiikan dengan surat
tugas/sural pendah diben nild sama dengan nia menandalangani  absens:,
sedangkan Wdak hady sama sekah dibes nilaiQ;

Tingkat kehadiran PNS/CPNS adalah perbandingan antara umizh nila kehaditan
PNS/CPHNS setiap bulan dengan jumlah had kera dalam saly bulan dikal 100 %

Untuk mengelahui tingkal kehadian PNS/CPNS, absensi direkapilulasd setap
bulannya oleh Kepala SKPD atau pejabat yang diben wewenang okeh Kepala SKPD
dgan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai acuan pembayaran

Tarmbahan Penghasilan Pegawai Negen Sipil

Besamya tambahan penghasidan yang diperokeh PNS/CPNS selap bulannya adalah
Yngkat kehadiran dikali jumlah maksimal besamya tambahan penghasilan (sesuar
Peraturan Bupaty Labuhanbaiu) dikurange PPh 5 % uniuk golongan ll dan 15 %
unluk golongan IV

Contoh - PNS C bekena pada Insiansi B dengan krlenia instansi A Golongan PNS
C adafah IIVd dan menduduki jabatan Eselon IV Ajumlah efekil han kena
sebanyak 20 han, yang bersangkulan menandalangani ebsensi sebanyak 3G kKah
(18 har) dengan nilai 16, tidsk menandatangani sama sekali sebanyak 4 Kkali (2

han)
Besamya lambahan penghasitan PNS C adalah :

18
M £ e x W00

20
= 90% = Rp, 1500000,
Rp 1350000,

il

S% x Rp $350000.-
Rp 67500.-

PP



Jumlah Tambahan Penghasilan PNS C = Rp, 1350 000~ - Rp . 67500.-
= Rp. 1282.500 -

B Termasuk pengerian fidak hadir dalam bari kerja adalah mereka yang

1.

2

5

Tidak hadir ianpa keterangan (Alpa).

Melaksanakan tugas lanpa dibukbkan dengan sural tugas alau memo dar
pImpinan

{zin karena alasan penting kebih dan tiga harn.

Izin sakr tanpa dibuktikan dengan surat izn sakd danggap tidak hadir dan izin sakil
hanya diberikan maksimal bga har, sesudahnya harus dibuktkan dengan surat
keterangan dokter selama-lamanya 5 (ima) har dan hanya Lisa diperpanjang 2

{dua) kak Apabila mash memeriukan perawatan yang bersangkutan harus
mengajukan cutr sakit

Cuti.

1. PENUTUP

A,

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS/CPNS yang dimutasikan ke SKPD d
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbalu, jka melapor dibawah tanggal 15
maka akan dibayarkan d SKPD penempatan baru, dan jka melapor diatas tanggal 15
maka pembayaran tambahan penghasilan tersebui akan tetap dibayarkan d tempat
kerja sebelumnya deng=n tetap melakukan koordinasi di SKPD penempatan baru.

Pembayaran tambahan penghasilan bag PNS/CPNS yang dimutasikan ke SKPD d
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bukan berdasarkan pada TMT SK
Mutas! tapi berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

Rekapitulasi absensi yang telab ditandatangani deh Kepala SKPD atau pejabal yang
dihunjuk oleh Kepala SKPD merupakan bukti dan salah satu persyaratan surat
peflanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS.

BUPATI LABUHANBATU,

dto,

TIGOR PARUSUNAN SIREGAR



